
 

BUPATI BANYUWANGI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  6 TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah 
yang berperan penting guna membiayai penyelenggaran pemerintahan 
dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan 
kemandirian Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga pelaksanaannya harus 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3029); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 
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(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4953); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4189); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438);  

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4049); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5179); 

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 
Nomor 1/D).  

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincia 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

 BUPATI BANYUWANGI  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 
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5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang merupakan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi persekutuan, perkumpulan 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah Kabupaten. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau 
laut. 

10. Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 
wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

12. Subyek pajak Adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat 
atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh 
manfaat atas bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak 
menjadi wajib pajak. 

13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun kalender. 

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
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Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

19. Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) adalah sarana bagi wajib 
pajak (WP) untuk mendaftarkan Objek  pajak yang akan dipakai 
sebagai dasar untuk menghitung pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
yang terutang. 

20. Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT), adalah surat untuk 
memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang 
terhutang kepada wajib pajak. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang  menentukan  besarnya  jumlah 
pokok pajak  yang terutang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam surat 
pemberitahuan pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh 
tempo pembayaran dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan  
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 


